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Persatuan Pembangunan dengan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota. 

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, Putusan Nomor: 002/PS.Reg/03.14/IX/2018 

terkait sengketa proses pemilu DPC Partai Berkarya dengan KPU 

Kabupaten Pasaman Barat. 

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Putusan Nomor: 01/PS.REG/BAWASLU-

PROV.SB.03.15/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai 

Gerindra dengan KPU Kabupaten Pesisir Selatan. 

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi 

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 02/PS.REG/BAWASLU-

PROV.SB.03.15/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai 

Demokrat dengan KPU Kabupaten Pesisir Selatan. 

Bawaslu Kabupaten Sijunjung, Putusan Nomor: 01/PS.REG/BAWASLU-

PROV.SB.03.16/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai 

Solidaritas Indonesia dengan KPU Kabupaten Sijunjung. 

Bawaslu Kabupaten Solok, Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi 

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU-

PROV.SB.03.17/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai 

Kebangkitan Bangsa dengan KPU Kabupaten Solok. 

Bawaslu Kabupaten Solok, Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi 

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU-

PROV.SB.03.17/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai 

Keadilan Persatuan Indonesia dengan KPU Kabupaten Solok. 

Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi 

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 01/PS.REG/BAWASLU-

PROV.SB.03.19/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai 

Persatuan Pembangunan dengan KPU Kabupaten Tanah Datar. 

Bawaslu Kota Padang, Putusan Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU-

PROV.SB.03.01/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai 

Berkarya dengan KPU Kota Padang. 



 

 

Bawaslu Kota Padang, Putusan Hasil Koreksi Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Nomor: 010/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018 Terhadap Putusan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Nomor: 

001/PS.REG/BAWASLU-PROV-SB.03.01/VIII/2018 

Bawaslu Kota Payakumbuh, Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi 

Penyelesaian Sengeta Proses Pemilu Nomor: 01/PS.REG/BAWASLU-

PROV.SB.03.05/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai Hati 

Nurani Rakyat dengan KPU Kota Payakumbuh. 

Bawaslu Kota Payakumbuh, Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi 

Penyelesaian Sengeta Proses Pemilu Nomor: 02/PS.REG/BAWASLU-

PROV.SB.03.05/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai 

Solidaritas Indonesia dengan KPU Kota Payakumbuh. 

Bawaslu Kota Payakumbuh, Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi 

Penyelesaian Sengeta Proses Pemilu Nomor: 03/PS.REG/BAWASLU-

PROV.SB.03.05/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai 

Gerakan Perubahan Indonesia dengan KPU Kota Payakumbuh. 

Bawaslu Kota Sawahlunto, Putusan Nomor: 01/PS.REG/03.06/IX/2018 terkait 

sengketa proses pemilu DPC Partai Demokrat dengan KPU Kota 

Sawahlunto. 

Bawaslu Kota Solok, Putusan Nomor: 01/PS.REG/BAWASLU-

PROV.SB.03.07/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai 

Solidaritas Indonesia dengan KPU Kota Solok. 

Bawaslu Kota Solok, Putusan Nomor: 02/PS.REG/BAWASLU-

PROV.SB.03.07/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai 

Kebangkitan Bangsa dengan KPU Kota Solok. 

 

Wawancara 

Ade Jumiarti, Wawancara. Padang. 23 Juli 2020. 

Akhaswita, Wawancara. Padang. 23 Juli 2020. 

Alhadi, Wawancara. Video Call. 16 Juli 2020. 

Alni. Wawancara. Padang. 2 Juli 2020. 

Amnasmen, Wawancara. Padang. 1 Juli 2020. 

Elvys, Wawancara. Video Call. 13 Agustus 2020. 

Erman Wadison, Wawancara. Video Call. 16 September 2020. 

Fadli Ramadhanil, Wawancara. Padang.  27 Oktober 2020.  

Feri Amsari, Wawancara. Padang. 1 November 2020. 

llham Eka Putra, Wawancara. Padang. 23 Juli 2020. 

Lindo Karsyah, Wawancara. Padang. 23 Juli 2020. 

Rahmat Bagdja, Wawancara. Video Call. 28 Oktober 2020. 

Rika Arnelia, Wawancara. Padang. 23 Juli 2020. 

Riki Eka Putra, Wawancara. Padang. 17 Juli 2020. 

Suci Wildanis, Wawancara. Video Call. 17 September 2020. 



 

 

Surya Erfitrimen, Wawancara. Padang. 2 Juli 2020. 

Syafruddin Tazar, Wawancara. Padang. 14 Juli 2020. 

Triati, Wawancara. Video Call. 16 Agustus 2020. 

Yanuk Sri Mulyani, Wawancara. Padang. 1 Juli 2020. 

Yeni S Tanjung, Wawancara. Padang. 25 Agustus 2020.  

Yunasti Helmi, Wawancara. Padang. 14 Juli 2020.  
 


